LAMPIRAN
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Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul:Tinjavan Hukum
Tentang Kebyakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Knstal Putih (GKP) Melalm
Peraturan Menter Perdagangan Republik Indonesia Nowor 7 Talun 2020 Tentang Hurga Acuan
Pembelian Di Tingkat Petant Dan Harga Acuun Penjualan Di Tingkat Konsumen”,

(Jm’al hlcl menggunakarn lqus lapM apabila lembar ini tidak cukup)
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a Ya
10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan hipﬁ"sehmw herga pembelian

di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesual dengan Peraturan Menter|
Perdagangan Republik indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat
Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?




13. Apakah boleh bila membel GKP di tingkat petani dan menjual guls GKP di tingkat konsumen distas
atau melebihi harga yang ditentukan dafam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Oi Tingkat Petani Dan Harga Acuan




Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul:*Tinjeuan Hukum
TmWMMmMmMJMW-KMM(GKV)W
W‘WPmprmmhm7TMMTmmm
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b. Tidak mengetahul.
Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4 fita mengetahul, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?
Sebutkan: Rp. 9100 per kg




Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian
Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan DI Tingkat Konsumen?
& Ya, mohon dijetaskan

- Pembelian di tingkat petani : Blaya produksi/kg gula ditambsh keuntungan petani
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14, Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan
Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok
stau penting lainnya seperts minyak goreng?



Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul:Tinjauan Hukum
Tentung Kebijokan Pemerintal Dalam Penentuan Harga Jual Gula Knstal Putih (GKP)
Melaln Peraturan Menten Perdagangan Republik Indonesin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Hmga Acuan Pembelian Di Tingkat Petamt Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat
Konsumen™,

¢, Llainnya, sebutkan............ soaseeitinbiiben
3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?
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b, Tidak mengetahul.
Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. 8ila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?
Sebutian: Rp. 9100 per kg

kat konsumen sesuai dengan
omor 7 tahu 2020 Tentang Harga
icuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?




11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di
tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?
a. Setuju, mengapa?.




E.WW&“WMMMMM
harga penjualan GKP? Tidak ada gunanya

|awmmmmmwmmnmmwm




Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul:“Tinjauan Hukum
Tentung Kebijakan Pemerintah Dalmn Penentuan Harga Jual Guls Knstal Putih (GKP)
Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petant Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat
Konsumen™,

c. lainnya, sebutkan..........

3. Apakah anda mengetahul harga pembekian GKP di tingkat petani?
a. Mengetahui v
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b, Tidak mengetahul.
Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GK? di tingkat patani?
Sebutkan: sesual Pormendag No. 7 Tahun 2020 Rp. 9.100,-

10. Apakah anda mengetahul bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi herga
pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan



Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tshu 2020 Tentang Hargs
Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?
a, Ya, mohon dijelaskan melalul survey setiap tahun oleh Ditjen Perkebunan
b. Tidak
11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GXP di
tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

@anl dan

'mksimul harpa penjualan GKP? konsumen dapat harga yg seragam sispapin
produsennyn, sehingga menadakan monopoli untuk bamang ve sama tapt beda
produsen

134



135

16, Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani
Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingket Konsumen bagl petani dan pelaku usaha industri

GKP? tidak menutup mata masih ada praktik-praktik vang menyimpang di lapangan.




Form kuesioner untuk Skripsi atas numa Febryan Asril dengan judul:“Tinjavan Hukum
Tentung Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GK$) Melalui
Pernturan Menteri Perdagangan Republik Indonesiu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan
Pembelian Di Tingkat Petanl Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen”.

(Jan

3. Apakah anda mengetahui hurga pembelian GKP di tingkat petani?
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(® Mengetahui
b Tidok mengetahui,
Rils jawaban b maka lanjut ke nomor 5.




a Ya

(B) Tidak, karens hanys menentukan harga acuan, bilis harga maksimal maka itu adalah
harga eceran tertinggi (HET) yang mana tidak ada aturannya dalam Peraturan Menten
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian
Di Tinghs Petani Dan Horga Asusn Penjuatan Di Tingkat Koemumen teaebut

ketahui seluruh hargn seperti pupuk, upsh dan lainnya sudah naik semus, sehingga
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naik semun akan tetapi hirga gula stagnan tidak bergerak dari tahun 2017,

Bahwa dalam kegistan usahys vang nvats, maky semus kegiatan usahy tidak mungkin
menjusl barang dengan hurgn rugi secam terus menerus, sehingga harga barang harus

U A

terschut. Hal ini lebih divakinkan Katen: nd-nyu kesepakatan (MOU) dintara para



peritail (retailer) yang difasilitasi Pemerintah menentukan harga secara bersama-sama
(price fixing) dari tahun 2017. Bubwa semus pelsku usaha dilarung dalum membuat
kesepakatan penetapan harga yang berpotensi melanggar UL No. 5 tahun 1999 seperti hastel,
monopoli, persaingan usaha tidak schat, penctapan harga secars bersama-sama (price fixing).
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Baliwa berdasarkan UU No.5/1999, perdagangan nasional, prinsip demokeasi ekonomi, ckonomi
pasar melarang dibust kesepakatan bersama untuk meogstur hargs dan melarang distribusi
dilakukan oleh pihak tertenty, melarang pengatiran harga bersama yang bersifist kartel, monopoli,
dan persaingan tidak sehat. Oleh sebab ity kitn harss tunduk kepada L) No. 571999 yang berlaku
dan tidak bisa jual barang dengan keadann rug) dan bertentangan dengan ULT No. 5 tahun 1999,

Gan Arbvisy ke trdian
Krmapo bl 104 ostn yrre $rrng bttt A,  epictenwyn
pemer(s  pAlbal wBch. CEE T afalab lnBds yey
(I FM\/ﬁ . Usabia ppen ;r *'"c'".u]t-ac\ ",D.,(: 9e-sn-
Wenlpnsd ELP Balan konton Pronuung tihke Flarge: Jerghn

Mg lebln Aoy, D, berbeha dipn porlatuiny holepuiimprt aeremy



Form Kkuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asrl dengan judul:“Tinjawan
HukumTentang Kebyjakan Pemenntah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP)
Melalui peraturan Menteri Perdagangan Republik Indenesia Nomor 7 Tahun 2020

@Pmturan Menterl Perdagangan

b. Media masa iternet atau non imtemet
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¢. Lainnya, sebutkan.....
(3 Mengea

dan pertanyaan nomor 7 di atas?
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@a

b, Tidak

9. Apaksh di dalam peraturan Mentent Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu
2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjuaian




@mnmu-.-pﬁe Serahkan saja pada mekanisme pasar dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan daya bell masyarakat.
harga penjualan GKP di tmgkat konsumen bag petani dan pelaku nsaha?
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15, Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menetukan batas maksimal
harga penjualan GKP? Tidak realistis. Mestinya ditetapkan harga acuan regional,
tidak satu harga sama untuk seluruh daerah, din harus ditinjau ulang secara
berkala.




Form kuesioner untuk Skripsl atas nama Febryan Asril dengan Judul:™Tinjauan Hukum Tentang
Kebljakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalul Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Marga Acuan
mummwwmmwmm

Scanned with CamScanner
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€ lainnya sebuthan

3 Apakah anda mengetahus harga pembelan GEP di tinghat petani?
3. Mengetabui

b Tidak mengetahut,

Scanned with CamScanner
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b, Tidak (Marga Acuan hanya referemsl, harga maksimal adalah HET. O gula komums tidak
#da ketentuan MLT)

10 Apalsh anda mengetshul bagaimana menentulan hargs GEP sehinggs menjadi herga

pembelan i tepkat petam dan hares penaalin di tinghat konsumen sesuai dergan Peraturan

Menteri Perdagangan Republh Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelan

Scanned with CamScanner



5. Boleh, mohon penjelasannya? Karena harga acuan hanya referensi bukannya HCT, Of guls
konsumsi tidek berlahu HET,

b Tidad bolch, mobon penjetasannya? Sering dipakai al

14, Apakah ada diskri delam p

hargs GKP datam Peraturan Menteri Perdagangan
Ropublik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Hargs Acuan Pembelian Di Tingkat Petan: Dan

pokok
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Form Kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan Judul:Timjauan Hukum
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acian
Pembelian Di Tingkat Petam Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen”
Cra DAkl A R Sl SoniTa ki St Sk ol
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b, Tidak mengetahul. 53

* Bila Jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4, Pila mengetahul, berapa harga pembelian GKP di tinglat petani?
Sebutkan:




153

Perdagangan Republik Indonesta Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat
Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?
a. Y, mohon dijelaskan; Harga ditingkat Perani = BPP + HPP; Marga ditingkat Konsumen = BPP +
HPP + MPP
b, Tidak
11, Apakah anda setuju fika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di
finghat konsumen d Indonesia dibatas?
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15. Bagaimana menurt anda atas kebijakan pemerintah dalam menetukan batas maksinal
kebijakan 1 SNI Gula Konsumsi dengan pengawasan yang tegas.




Mengingat

rkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan
Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan
di Tingkat Konsumen;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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-2-

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Tahun

1_ERRIA  REPUDIRK Ingoncsia ianur

10. Peraturan Men Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);




=

11, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

dan berkedtﬂnhn dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan.

4. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang
menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.
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“Ha

5. Menten adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal2
(1) Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan

(4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga
Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
Menter ini.




Pasal 3
(1) Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga
Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat
menugaskan badan wusaha milik negara untuk
melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan

Pamaayat(l)d-npezumlanub-pimnmdimnwm
Pasal 3 ayat (2), Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau

badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
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Pasal 5
jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging

'1::.'}’,# E :
, Sirae wk

Peraturan  Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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LAMPIRAN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA
ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

% :
0/L
18, -
| .000
a 1 1 A 80.000
daging sapi paha d
(chuck, blade, dan sernigl
b. Daging Sapi Segar/ Chilled:
1) Paha Depan{punuk, paha = 80.000
depan, sengkel) .
2) Paha Belakang (penutup, - 105.000
pendasar, kelapa, dan
3) Sandung Lamur - 80.000
4) Tetelan - 50.000
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- 2 =
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= (Rp/ke)
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SIARAN PERS

Pusat Hubungan Masyarakar
GdilL2 n M.m«mmmas_,mmuo
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
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Usaha (KPPU). "KPPU akon mengawol pelaksongan kebijakon HET serta okan memberiokukan
sanksi tegas epobila terjodi tindakan yong mengarch ke persoingan wsaha yang tidok sehot,”

ungiap Enggar.
Relatit Stabit
havya.barang isbunshan gokok lerpente cotA S walaucun. mash hersde &
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